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LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA 
PD BPR BAHTERAMAS WAKATOBI 

TAHUN 2018 
 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga intermediasi keuangan 

yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana dari dan untuk 

masyarakat, maka penerapan tata kelola yang baik sudah menjadi suatu 

keharusan. Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan peraturan nomor 

4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan 

Rakyat pada tahun 2015, yang mewajibkan BPR menerapkan prinsip-prinsip 

sebagai berikut: 

 Transparansi, 

 Akuntabilitas,  

 Pertanggungjawaban, 

 Independensi, dan  

 Kewajaran. 

 

Manajemen PD BPR Bahteramas Wakatobi  berkomitmen untuk 

melaksanakan prinsip-prinsip tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai 

Penerapan Tata Kelola, namun masih dibutuhkan waktu dan pentahapan di 

dalam penyiapan struktur dan infrastrukturnya.   

 

Laporan pelaksanaan tata kelola  di PD BPR Bahteramas Wakatobi  disusun 

selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 

tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berikut adalah 

pokok-pokok laporan penerapan tata kelola selama tahun 2018: 

A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi 

B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas 

C. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite 

D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi   

E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi 

Dengan Anggota Dewan Pengawas, Anggota Direksi Lain dan/atau 

Pemegang Saham BPR 
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F. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Pengawas 

G. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan 

Pengawas Dengan Anggota Dewan Pengawas Lain, Anggota Direksi 

dan/atau Pemegang Saham BPR  

H. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan 

Dewan Pengawas 

I. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah 

J. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas 

K. Jumlah Penyimpangan Intern  

L. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPR 

M. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan 

N. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik, Baik 

Nominal Maupun Penerima Dana 

O. Hasil Penilaian (Self Assesment) dan Kesimpulan Umum. 

 

Laporan Tata Kelola PD BPR Bahteramas Wakatobi akan  dikirimkan sesuai 

ketentuan yang berlaku ; 

1. Otoritas Jasa Keuangan 

2. Asosiasi BPR dalam hal ini ke PERBARINDO melalui web site 

3. Melalui media BPR  

  

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI 

 

1. SOP  dan uraian tugas/Job Desk 

 

PD BPR Bahteramas Wakatobi   dipimpin oleh 2 (dua) orang Anggota 

Direksi  yaitu Direktur Utama dan Direktur Operasional berdasarkan 

Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 97 

Tahun 2010 Tentang Pengangkatan Direksi PD. BPR  Bahteramas 

Sulawesi Tenggara Periode 2011-2015 yang telah diperpanjang masa 

tugasnya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi 

Tenggara Nomor: 161 Tahun 2015 tentang pengangkatan Direksi PD 

BPR Bahteramas Wakatobi untuk masa kerja 2015 – 2019. 
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     Direktur Utama juga merangkap sebagi Direksi membawahi fungsi 

kepatuhan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Otoritas Jasa 

Keungan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 5/KO.0601/2017 

Tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan pada tanggal 08 

September tahun 2017 

 

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi 

 

Direksi telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai 

kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain : 

a. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR. 

b. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah  dan peraturan 

perundang-undangan.  

c. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh 

tingkatan atau jenjang organisasi. 

d. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan:  

1) Fungsi audit intern; 

2) Fungsi Kepatuhan,  

3) Fugsi Manajemen risiko 

4) Fungsi Penanggung Jawab APU & PPT 

e. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja 

atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit 

intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Pengawas, 

Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. 

f. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang 

memadai, antara lain dengan adanya: 

1) Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau 

unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan 

kegiatan penunjang operasional; dan  
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2) Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap 

pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja 

lain.  

g. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang 

saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

h. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang 

kepegawaian kepada pegawai. 

i. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat 

waktu kepada Dewan Pengawas 

 

Anggota Direksi telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan 

untuk meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan 

tugas dan tanggungjawabnya. 

 

Training dan/atau seminar yang diikuti oleh Direksi adalah sebagai 

berikut : 

1. Penerapan Fungsi Kepatuhan 

2. Pelatihan mekanisme penukaran uang  

3. Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 

4. Pelatihan Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit 

5. Penanganan dugaan tindak pidana perbankan  

6. Penanganan aset bermasalah  

 

 Secara rinci ketentuan tentang penerapan tata kelola telah dituangkan 

kedalam Surat Keputusan Direksi Nomor: 20/007/SK/BBM-

WKB/III/2017 tentang SOP penerapan tata kelola dan Surat 

Keputusan Direksi PD BPR Bahteramas Wakatobi Nomor: 

023/007/SK/BBM-WKB/V/2017 tentang fungsi , tugas dan tanggung 

jawab Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan 
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2. SK Pengangkatan 

 

Pada tahun 2018 tidak ada perubahan susunan Direksi, sehingga 

susunan Direksi selengkapnya adalah sebagai berikut : 

 

No Nama Jabatan SK Pengangkatan  

1 Muslimin DJ Direktur Utama 

/sekaligus Direksi 

yang membawahi 

fungsi Kepatuhan  

SK GUB No: 161 

/2015  tentang 

pengangkatan 

Direksi dan/ SK 

OJK No: 

5/KO.06.01/2017 

tentang  hasil 

penilaian 

kemampuan  dan 

kepatutan tanggal 

08 september tahun 

2017 

2 Asriani 

Indah  

Direktur 

Operasional 

SK Gub : 161/2015 

Tentang 

pengangkatan 

Direksi  

 

 Seluruh Anggota Direksi telah memiliki sertifikat kompetensi 

sebagai Direktur BPR yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi 

Profesi (LSP) LKM Certif dan masih berlaku. 

 Saudara Muslimin DJ selain sebagai Direktur Utama juga sebagai 

Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan 

 

3. Struktur Organisasi  

Berikut ini adalah Struktur Organisasi PD  BPR Bahteramas 

Wakatobi yang menggambarkan posisi Direktur Kepatuhan dan 

posisi PE Kepatuhan: 
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1. Pada Tahun 2018 terjadi  pergantian anggota Dewan Pengawas dari 

Prof Dr. Samdin,SE, M.Si kepada Dr. H. Nasrullah Dali,SE,M.Si, 

AK.CA berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi 

Tenggara Nomor 81 tahun 2018  tertanggal 29 Januari 2018  

2. PD BPR Bahteramas Wakatobi memiliki 2 ( dua ) orang Direksi  

masing-masing 1 ( Satu ) orang Direktur Utama  yang dijabat oleh 

Muslimin DJ  dan 1 ( satu ) orang Direktur Operasional  yang 

dijabat oleh  Asriani Indah berdasarkan Surat Keputusan  Gubernur 

DEWAN PENGAWAS 

DIREKTUR UTAMA 

DIREKTUR KEPATUHAN DIREKTUR OPERASIONAL 

PE: 

- MANAJEMEN RISIKO 

- FUNGSI KEPATUHAN 

- PENANGGUNG JAWAB 

APU PPT 

INTERNAL AUDIT MANAGER PEMASARAN MANAGER OPERASIONAL 

CUSTOMER SERVICE 

TELLER 

ACCOUNTING 

UMUM DAN PERSONALIA 

SECURITY 

OFFICE BOY 

ADMIN KREDIT 

ANALIS KREDIT & IT 

ACCOUNT OFFICE 

ACCOUNT OFFICE 

COLLECTION 
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Proinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 161 pada tanggal 17 Februari 

Tahun 2015 

3. PD BPR Bahteramas memiliki 1 ( satu ) orang anggota Direksi yang 

membawahi fungsi kepatuhan yang dijabat oleh Muslimin DJ juga 

sebagai Direktur Utama.  

4. PD BPR Bahteramas Wakatobi memilik 1 ( satu ) orang Pejabat 

Eksekutif Internal Audit yang dijabat oleh Abdullah berdasarkan 

Surat Keputusan Direksi Nomor: 009/SK/BBM-WKB/I/2017 

tanggal 27 Januari tahun 2017 

5. PD BPR Bahteramas Wakatobi memiliki 1 (satu ) orang Pejabat 

Eksekutif yang membawahi fungsi Kepatuhan sekaligus merangkap 

sebagai fungsi Manajemen Risiko dan Penanggung Jawab APU/PPT  

yang dijabat oleh  Wa Ode Hasmiati berdasarkan Surat Keputusan  

Direksi Nomor: 029/SK/BBM-WKB/VIII/2017 tanggal 25 Juli 2017 

6. PD BPR Bahteramas Wakatobi memiliki 17 orang staf yang terdiri 

atas 13  orang staf permanen dan 4 (Empat ) orang karyawan 

outsourching 

 

B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG ANGGOTA DEWAN 

PENGAWAS  

 

1. SOP ( Uraian tugas dan job Description ) 

 

Adapun Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas adalah 

sebagai berikut:  

a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap 

kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.  

b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan 

tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.  
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c. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada 

huruf b), Dewan Pengawas  wajib mengarahkan, memantau, dan 

mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.  

d. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada 

huruf b) Dewan Pengawas  dilarang ikut serta dalam pengambilan 

keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait 

dengan:  

1) penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan 

yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit 

BPR; dan  

2) hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan.  

e. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan 

rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung 

jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, 

hasil pengawasan Dewan Pengawas , Otoritas Jasa Keuangan, 

dan/atau otoritas lainnya. 

f. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:  

1) Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang 

keuangan dan perbankan; dan/atau  

2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan 

kelangsungan usaha BPR;  

Anggota Dewan Pengawas telah melakukan pembelajaran secara 

berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan guna mendukung 

pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya. 

Training dan/atau seminar yang diikuti oleh Anggota Dewan Komisaris 

adalah sebagai berikut : 

1. Pelatihan Tata Kelola dan Kepatuhan 

2. Pelatihan tentang Rencana Bisnis BPR dan Laporan Pengawasan 

Rencana Bisnis 
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2. SK Pengangkatan  

 

Dewan Pengawas PD BPR Bahteramas Wakatobi  terdiri dari 2 (dua) 

orang  seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas .  

 

Ketua Dewan Pengawas diangkat berdasarkan Surat Keputusan 

Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 551 Tahun 2017 

Tentang Pengangkatan Dewan Pengawas PD. BPR Bahteramas 

Sulawesi Tenggara Periode 2017 – 2020  untuk masa jabatan 3 ( tiga ) 

tahun. 

 

Anggota Dewan Pengawas diangkat berdasarkan Surat Keputusan 

Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 81 Tahun 2018 Tentang 

Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas PD. BPR Bahteramas 

Sulawesi Tenggara Periode 2018 – 2020  untuk masa jabatan 3 ( tiga ) 

tahun. 

 

Anggota Dewan Pengawas  berjumlah 2(dua) orang telah sesuai dengan 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 20/POJK.03/2014 tentang 

Bank Perkreditan Rakyat.  

 

Pada tahun 2018 terjadi  perubahan Anggota Dewan Pengawas, sehingga 

susunan Anggota Dewan Pengawas  selengkapnya adalah sebagai berikut 

: 

 

No Nama Jabatan Masa Jabatan 

1 Hasanuddin Bua Ketua Dewan 

Pengawas 

02/11/2017-

02/11/2020 

2 Nasrullah Dali Anggota 

Dewan 

Pengawas 

29/01/2018-

29/01/2020 
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 Seluruh Anggota Dewan Pengawas  telah memiliki sertifikat 

kompetensi sebagai Dewan Pengawas  BPR yang diterbitkan oleh 

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LKM Certif dan masih berlaku. 

 Seluruh Anggota Dewan Pengawas tidak merangkap jabatan pada 

Bank lain. 

 

3. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas 

a. Dewan pengawas dan Direksi senantiasa melaksanakan rapat 

baik dilakukan di Kendari maupun pengawasan ke kantor PD 

BPR Bahteramas Wakatobi. Sepanjang tahun 2018 Dewan 

Pengawas telah melakukan rapat lebih dari 5 ( lima ) kali  

b. Rapat tersebut dilakukan secara langsung tanpa melalui 

teleconference 

c. Rapat tersebut dihadiri oleh Kedua Dewan Pengawas dan kedua 

Direksi ataupun salah satu Dewan Pengawas  dan/ atau salah 

satu Direksi 

d. Adapun topik atau materi rapat adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Laporan pengawasan yang diterbitkan termasuk tindak lanjut yang 

telah dilakukan oleh Direksi 

a. Dewan pengawas rutin melakukan pembuatan dan pengiriman 

laporan ke Otoritas Jasa Keuangan seperti Laporan  pelaksanaan 

Rencana kerja 

No Topik Rapat Tanggal Peserta 

Rapat 

    

1 Persetujuan Pelaksanaan RUPS 07/02-2017 2 orang 

2 Tindak Lanjut Temuan OJK 29/04/2017 2 orang 

3 Ekspansi Kredit dan Penurunan NPL 12/05/2017 2 orang 

4 Pembahasan hapus buku  09/06/2017 2 orang 

5 Penanganan Kredit Bermasalah 21/12/2017 2 orang 

 Jumlah rapat 5 kali  
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b. Laporan pengawasan yang dilakukan oleh Direksi yang telah 

direkomendasikan oleh Dewan pengawas adalah: 

1. Menindaklanjuti komitmen temuan Otoritas Jasa Keuangan 

dalam pemeriksaan umum yang bersifat tahunan sampai selesai 

misalnya hasil pemeriksaan tahun 2018 telah dinyatakan 

selesai oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat nomor: 

S.1/KO.06011/2019 tanggal  07 Januari 2019 

2. Menindaklanjuti rekomendasi tentang penunjukan penggunaan 

Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk mengaudit 

laporan tahunan tahun 2018 

3. Pemberian pertimbangan tentang pengangkatan karyawan 

kontrak 

 

C. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE  

 

       Pada Tahun 2018 PD BPR Bahteramas Wakatobi belum memiliki 

komite Audit karena memiliki  modal inti dibawah Rp 50.000.000.000,-  

( Lima Puluh Milyar ) hal ini sudah sesuai dengan Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan Nomor : 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata 

Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat 

 

D. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN  

1. Kebijakan 

PD BPR Bahteramas Wakatobi telah memiliki ketentuan tentang 

penanganan benturan kepentingan yang dituangkan dalam Surat 

Keputusan Direksi Nomor: 066/007/SK/BBM-WKB/XII/2017  tentang 

SOP Penanganan Bentura Kepentingan 

2. Peristiwa Benturan Kepentingan 

Sepanjang tahun 2018 tidak terjadi adanya benturan kepentingan  

3. Penanganan Lanjutan  

Tidak terdapat penanganan lanjutan benturan kepentingan  
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E. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERNAL DAN AUDIT 

EKSTERNAL 

1. Pemenuhan kelengkapan audit internal dan kepatuhan 

a. PD BPR Bahteramas Wakatobi telah memiliki 1 ( satu ) orang 

pejabat Eksekutif Internal Audit yang dijabat oleh Abdullah 

berdasarkan Surat keputusan Direksi Nomor: 

009/SK/BBM/WKB/I/2017 tanggal 27 Januari 2017 

b. PD BPR Bahteramas Wakatobi telah memiliki 1 ( satu ) orang 

pejabat Eksekutif Kepatuhan, Manajemen Risiko serta APU/PPT 

yang dijabat oleh Wa Ode Hasmiati  berdasarkan Surat keputusan 

Direksi Nomor: 029/SK/BBM/WKB/VIII/2017 tanggal 25 Juli 

tahun 2017 

c. PD BPR Bahteramas Wakatobi telah memiliki 1 ( satu ) orang 

Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan yang dijabat oleh 

Direktur utama dan pejabat Eksekutif Internal Audit yang dijabat 

oleh Abdullah berdasarkan Surat keputusan Direksi Nomor: 

009/SK/BBM/WKB/I/2017 tanggal 27 Januari 2017 

 

2. Progres tindak lanjut temuan audit internal dan audit eksternal 

tahun 2018 sebagai berikut 

 

No Entitas Temuan Tindak Lanjut 

 Audit Internal 13 item Selesai ( 100 )  

1 Kepatuhan/IA  Belum ada Belum Ada 

     Eksternal Belum ada 
Belum ada  

 

1 

 

OJK 

 

1 paket  

 

( 100 % ) selesai 
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2 

3 

BPK 

Akuntan Publik 

Tidak ada 

16 

Tidak ada 

On proses 

 

1. Semua temuan oleh Internal Audit, Audit Eksternal, Otoritas Jasa 

Keuangan, telah 100 % di ditindak lanjuti dengan status selesai  

2. Akuntan Publik dalam proses penyelesaian  

 

F. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO , TERMASUK SISTEM 

PENGENDALIAN INTERNAL 

 

1. Kebijakan 

a. Manajemen Risiko 

PD BPR Bahteramas Wakatobi telah memiliki ketentuan tentang 

Manajemen Risiko tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: 

027/SK/BBM-WKB/I/2017 tentang penerapan Manajemen Risiko 

dan Surat Keputusan Direksi Nomor: 031/007/SK/BBM-

WKB/VII/2017 tentang Kebijakan dan SOP Manajemen Risiko 

b. Pengendalian Intern 

PD BPR Bahteramas Wakatobi telah memiliki ketentuan tentang 

pengendalian internal tertuang dalam Surat Keputusan Direksi 

Nomor: 017/SK/BBM- WKB/I/2017 tentang Standar Prosedur 

Internal Audit   

 

2. Uraian Tugas/ Job Description 

a. Manajemen Risiko 

Adapun yang menjadi Tugas pokok dari Manajemen  Risiko 

adalah :  

1. Memantau pelaksanaan kebijakan  dan pedoman penerapan 

manajemen risiko yang telah disetujui oleh Direksi 
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2. Pemantauan posisi risiko secara keseluruhan, per jenis risiko, 

dan per jenis aktivitas fungsional. 

3. Pengkajian usulan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan 

aktivitas baru; 

4. Penyampaian rekomendasi kepada satuan kerja atau pegawai 

yang menangani fungsi operasional, sesuai kewenangan yang 

dimiliki; 

5. Penyusunan dan penyampaian laporan profil risiko secara 

berkala kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi 

Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko. 

b. Pengendalian internal  

 

Adapun secara singkat tugas dan tanggung jawab internal audit 

audit adalah sebagai berikut:  

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan 

Komisaris/Pengawas dalam melakukan pengawasan 

Operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan 

maupun pemantauan hasil audit; 

2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, 

akuntansi, operasional, dan kegiatan lainnya paling sedikit 

dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen; 

3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan 

meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana; d 
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4. Memberikan sarana perbaikan dan informasi yang objektif 

tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan 

manajemen. 

3. Perangkapan Jabatan 

Struktur organisasi di PD BPR Bahteramas wakatobi telah lengkap 

namun masih terdapat 1 ( satu ) perangkapan jabatan yaitu petugas 

Teknologi Informasi merangkap sebagai staf analisis kredit kendati 

demikian pada tahun 2019 akan dilakukan pemisahan tugas dimana 

petugas teknologi informasi bersifat independen berdasarkan 

ketentuan Otoritas Jasa Keuangan  

 

G. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT 

 

PD BPR Bahteramas Wakatobi telah memiliki ketentuan yang mengatur 

tentang batas maksimum pemberian kredit tertuang dalam Surat 

Keputusan Direksi Nomor: 033/SK/BBM-WKB/III/2017 tentang batas 

maksimum pemberian kredit  

 

1. Daftar Pihak terkait 

Berikut ini adalah daftar pihak terkait pengurus PD BPR 

Bahteramas Wakatobi tahun 2018 yang terdiri atas, Pemegang 

Saham Pengendali( PSP ) Dewan Pengawas, Direksi, Manajer dan 

Pejabat Eksekutif serta keterkaitan antara lembaga perbankan. 
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H. ALI MAZI, SH (PSP) HASANUDDIN BUA (KETUA DEWAS) NASRULLAH DALI  (ANGGOTA DEWAS)

H. La Ode Ali Bina (Ayah)  La Bua (Ayah) H. Dali Wela (Ayah)

Hj. Wanazia (Ibu) Wa Biru (Ibu) Hj. Maraunga (Ibu)

Agista Ariany, SE (Istri)  Suraida, SE. MM(Istri) Hj. Fauziah A. Rachman,SE. M.Si (Istri)

Aldo Muhammad Hakim (Anak) Suharjudin (Anak) Rizki Purnamasari, SE.,MM (Anak)

Alvin Akawijaya Putra (Anak)  Nofa Supriadin(Anak) dr. Rizqah Purnama Mulya (Anak)

Alvian Taufan Putra(Anak)  Eko Irmayansyah(Anak) Ridha Amalia, S.Ak (Anak)

Ayla Shakira Putri (Anak)  Nur Mila Purnamasari(Anak) Raya Zul Asyraf (Anak)

Alvito Mastciano Darmawan (Anak) Nuria (Saudara) Dr. Hj. Seniwati Dali, M.Si (Saudara)

Husna (Saudara) Ambe Bua (Saudara) Dr. H. Nasriadi Dali, M.Si (Saudara)

Sarmin (Saudara)  Sarlina (Saudara) Nirwati Dali, SH (Saudara)

Sahrin (Saudara)  Risma yuni(menantu) H. Nasruddin Dali, SE (Saudara)

Hj. Husna (Saudara)  Tivi (menantu) Nurdiana Dali (Saudara)

Lisna (Saudara)  Rujuni Alm(Ayah Mertua) Nurhidayah Dali (Saudara)

Isra (Saudara)   Saharia(Ibu Mertua) H. Abd. Rachman Puasa (Ayah Mertua)

Edy Bombay ( Ayah Mertua)  H. Muhammad Anwar (Alm Paman) Hj. Chaerani Nufus Hadie (Ibu Mertua)

Eli Weku ( Ibu Mertua)  Wa Kii (Bibi) Prof. H. Tadjuddin Naid. Ph.D,Apt (Ipar)

Devis Bombay (Ipar) Masria (Ipar) Dra. Hj. Arniah, M.Si (Ipar)

Olivia Bombay (Ipar) Hj. Yulia Rachmawati Uno, SE (Ipar)

Ronni Bombay (Ipar) A. Mansyur, S. Sos (Ipar)

Rini Bombay (Ipar) Hj. Farha Nur Adnin,SE, MM. (Ipar)

Reine Bombay (Ipar) Ir. Fadhil Rachman (Ipar)

Andi Asrul Ardiansyah,S.Pt (Menantu)

Ahdiyat Agriansyah, S.Pd, M.Sc

 

MUSLIMIN DJ ASRIANI INDAH (DIROPS) BANK/PERUSAHAAN BUKAN BANK

Djalilu (Ayah) Sanusi (Ayah) PD. BPR Bahteramas Konawe

Djunuria (Ibu) Andi Sitti Arwahati (Ibu) PD. BPR Bahteramas Kolaka

Minarni (Istri) Sertu Irwan La Ode (Suami) PD. BPR Bahteramas Bau - Bau

Fanessa Ratu Andini DJ (Anak) Zuhairah Israh Ramadani (Anak) PD. BPR Bahteramas Bombana

Ajuris (Saudara) Ainun Adam (Anak) PD. BPR Bahteramas Kendari

Muhuria (Saudara) Asriati Indah, SE (Saudara) PD. BPR Bahteramas Konawe Utara

Masruddin (Saudara) Asriadi Akbar,S.Sos. (Saudara) PD. BPR Bahteramas Konsel

Azhar (Saudara) La Ode Ndoke (Ayah Mertua) PD. BPR Bahteramas Raha

Audi Daada (Ayah Mertua) Echa Hanubun (Ibu Mertua) PD. BPR Bahteramas Buton

Romna (Ibu Mertua) Drs.Moh. Ali (Paman/Alm) PD. BPR Bahteramas Buton Utara

La Ode Kawasa (Paman) Samsiar Samosir (Bibi) PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara

Haina (Bibi) Andi Sitti Ariati,SE. (Bibi/ Alm) Bank Sultra

Sumombo (Paman) Letda (K) CPM Wa Nunu Adam (Ipar) PT. Percetakan Sultra

Hasna (Bibi) Muh. Thalib (Ipar) PD. Utama Sultra

Junaidi (Paman) Husnul Khatimah (ipar) PDAM Sultra

Sanina (Bibi) Notaris

Koniki (Bibi)

Sartin (Ipar)

Muhammad H. Gani (Ipar)

Yanti (Ipar)

keanu axcelyo agassy (anak)

Sergio Malakiano Dasilva ( anak )

 



17 

 

HASRUDIN (MANAGER PEMASARAN) HASMIDA (MANAGER OPERASIONAL ABDULLAH WA ODE HASMIATI

H. Ramli (Ayah) La Dadia (Ayah) La Wali (Ayah) La Ode jalili (Ayah)

HJ. Wa Ana (Ibu) Wa Nia (Ibu) Wa Yisi (Ibu) Wa Ode Diana (Ibu)

H. Hasrul (Saudara) Afrilani (Suami) Foni Kurniawati ( Istri) Endong Sugiarto (Suami)

Baria (Saudara) Hasmi, S.Pd (Saudara) Ayub Abdullah (Anak) Fathan Al Maisan Sugiarto (anak)

hariati (Saudara) Kamadin  ( Saudara ) Jamari (Saudara) Alifitra (saudara)

Dundu Saputri (Saudara) Wa Ade ( Saudara ) Alwan (Saudara) LA Ode Tasrim (saudara)

Hj. Kamaria (Bibi) La Ane, S.Pd (Ayah mertua) Lusu (Saudara) La Ode Harmono (saudara)

H. Darman (Paman) Aminina, S.Pd. SD (Ibu Mertua) La Ode Kudu (Ayah Mertua) Rajani ( AyahMertua)

Afarudin (Paman) Udin (Paman) Wa Ode Fine (Ibu Kandung) Jamila (Ibu Mertua)

Aliana, SE (Paman) La Pende (Paman) La Samuna (Paman) La Ode Sebu (Paman)

Hj. Adiba (Bibi) Wa Malisa (Bibi) Ahmadi (Paman) Wa Ode Juliana (Bibi)

Wa Ape (Bibi) Untung Sujud (Paman) Wa Samia (Bibi) Wa Ode Marnisa (Bibi)

La Nole (Paman) HJ. Marwati (Bibi) Man Arfan (Ipar) Musrifin (Ipar)

Nuriana (Bibi) Muliadin (Paman) Wa Ode Rosmirawati (Ipar) Safrin (Ipar)

Wa Nuru (Bibi) La Domi (Paman) Rendi Cahyon (Ipar) Safitri (Ipar)

Pelda Laduma Ali (Paman) Iin Aulia Saputri (Ipar) Sut Rizal (Ipar)

Wa Saliana (Bibi) Wa Rajabia (Bibi)

Aliwi (Paman) Mariana (Bibi)

Radiana (Bibi)

Musalisi (Paman)

Erchi Afriani, AMAK (Ipar)

Amelina,S.Si (Ipar)

Agusriani (Ipar)

 

 

2. Peristiwa dan penyelesaian 

 

      Selama tahun 2018 tidak terdapat adanya pelanggaran batas maksimum 

pemberian kredit  

 

H. RENCANA BISNIS BPR  

a. Rencana penyampaian RBB tahun 2018 

 

Penyampaian Rencana Bisnis PD BPR Bahteramas Wakatobi 

dilakukan berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yaitu 

sebelum tanggal 15 desember tahun 2018 dimana laporan tersebut 

dikirim pada tanggal 04 Desember tahun 2018 

 

b. Overview Pencapaian RBB tahun 2018 

 

Berikut ini disajikan secara ringkas pencapaian Rencana Kerja PD BPR 

Bahteramas Wakatobi tahun 2018:    

1. Pencapaian aset   sebesar 71,18 % dari target yang ditetapkan sebesar 

Rp 22.913.486.000,- tercapai Rp 16.310.579.000,- atau terdapat 
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deviasi sebesar – 28.82 yang disebabkan oleh beberapa faktor 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Adanya penarikan dana dalam bentuk deposito berjangka pada 

akhir tahun 2018  sebesar Rp 3.000.000.000,- masing-masing                 

Rp 2.000.000.000,- oleh BPR Jogja dan Rp 1.000.000.000,- oleh 

BPR Sumatra Selatan  

b. Setoran modal dari pemegang saham yang diproyeksikan pada 

tahun 2018 bertambah sebesar Rp 1.800.000.000,-  tetapi setoran 

modal hanya terealisasi Rp 1.000.000.000 dari pemerintah 

kabupate Wakatobi 

2. Pencapaian proyeksi setoran modal sebesar 89 % dari target              

Rp 7.742.000.000,- terealisasi  hingga akhir tahun 2018 sebesar       

Rp 6.672.000.000,- atau terdapat deviasi sebesar – 11% penyebabnya 

adalah diproyeksi setoran modal pada tahun 2018 sebesar                 

Rp 1.800.000.000,- masing-masing pemerintah provinsi sebesar         

Rp 800.000.000,- dan pemerintah kabupaten sebesar                        

Rp 1.000.000.000,- tetapi terealisasi sebesar Rp 1.000.000.000,- dari  

pemerintah kabupaten Wakatobi sedangkan dari pemerintah 

Pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara tidak terdapat setoran modal  

3. Pencapaian outstanding kredit sebesar 82,71% dari target sebesar     

Rp 15.634.476.000,- tercapai Rp 12.931.379.000,- atau terdapat 

deviasi sebesar -17,29% 

4. Pencapaian Dana Pihak Ketiga sebesar 81% dari target sebesar           

Rp 6.604.277.368,- tercapai sebesar Rp 5.541.795.804,- atau terdapat 

deviasi sebesar – 19 % 

5. Pencapaian pendapatan sebesar 83,45% dari target sebesar               

Rp 4.574.126.000,- tercapai sebesar Rp 3.817.178.000,- atau terdapat 

deviasi sebesar – 16,55% 

6. Pencapaian laba usaha sebesar 29,52 % dari target sebesar                

Rp 982.790.000,- tercapai sebesar Rp 282.169.089,- atau terdapat 

deviasi sebesar Rp – 70,48 % yang disebabkan oleh : 

a. Penyaluran kredit tidak tercapai memberi pengaruh terhadap 

perolehan pendapatan dan laba usaha 
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b. Pelunasan kredit dipercepat memberi ruang bahwa terdapat 

pendapatan bunga yang seharusnya diterima menjadi tidak 

maksimal 

c. Kualitas kredit menurun sehingga pembentukan PPAP kredit 

yang masih tinggi 

d. Pembentukan PPAP 100% terhadap penempatan deposito 

pada PD BPR Bahteramas Bombana 

e. Biaya Dana Pihak Ketiga yang masih tinggi 

f. Biaya penyusutan barang dan jasa atas pembelian gedung 

kantor dan inventarisnya yang masih tinggi 

7. Target Non Performing Loan ( NPL ) pada akhir tahun 2018 sebesar 5% 

tetapi realisasi sebesar 8,6 % 

 

I. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN 

 

    Sebagai upaya PD BPR Bahteramas Wakatobi untuk menerapkan 

transparansi keungan  dan non keuangan maka beberapa hal yang 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Pemberian tingkat suku bunga tabungan dan deposito tidak 

melebihi ketentuan Lembaga Penjamin Simpanan ( LPS )dipasang 

pada papan pengumuman di hall kantor yang mudah dilihat dan 

dibaca oleh nasabah 

b. Penjaminan nominal seorang calon debitur yang dijamin oleh 

Lembaga Penjamin Simpanan ( LPS ) yaitu Rp 2.000.000.000,-      

( Dua Milyar Rupiah ) untuk setiap nasabah juga dipasang di 

papan pengumuman yang mudah dibaca oleh nasabah 

c. Laporan tahunan PD BPR Bahteramas Wakatobi dimuat pada 

media masa  bau –bau pos pada tanggal 28 Februari 2019 dan 
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dipasang pada papan pengumuman kantor yang mudah dibaca 

oleh nasabah 

J. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI SERTA HUBUNGAN 

KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI 

DENGAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS,ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN 

/ATAU PEMEGANG SAHAM  

 

1. Seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham saham pada PD BPR 

Bahteramas Wakatobi 

2. Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan 

sesama anggota Direksi dengan Dewan Pengawas maupun dengan 

pemegang saham  

 

Nama Direksi 

Kepemilikan Saham 

PD BPR 

Bahteramas 

Wakatobi  

BPR Lain Perusahaan Lain 

Muslimin DJ Nihil Nihil 
Nihil 

 

Asriani Indah  Nihil Nihil Nihil 

 

 

K. KEPEMILIKAN SAHAMANGGOTA DEWAN PENGAWAS SERTA  

HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA 

DEWAN PENGAWAS  DENGAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS LAIN, 

ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR 

 

1. Seluruh anggota Dewan Pengawas tidak memiliki saham pada PD BPR 

  Bahteramas Wakatobi 

2. Seluruh anggota Dewan Pengawas tidak memiliki hubungan 

keuangan dengan sesama anggota Dewan Pengawas,dengan anggota 

Direksi maupun dengan pemegang saham  
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Nama Anggota 

Dewan Pengawas 

Kepemilikan Saham 

PD BPR 

Bahteramas 

Wakatobi  

BPR Lain Perusahaan Lain 

Hasanuddin Bua Nihil Nihil 
Nihil 

 

Samdin Nihil Nihil Nihil 

 

 

L. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI 

DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS 

 

Berikut adalah informasi mengenai jumlah remunerasi dan fasilitas lain 

yang diterima oleh anggota Dewan Pengawas  dan Direksi selama tahun 

2018. 

 

Jenis Remunerasi dan  

Fasilitas Lain 

Jumlah Diterima dalam 1 Tahun 

Dewan Pengawas  Direksi 

Jumlah keseluruhan gaji Rp. 148.329.792,- Rp. 285.240.000,- 

Tunjangan Rp. 0,- Rp. 101.422.080,- 

Tantiem Rp. 0,- Rp. 0,- 

Kompensasi berbasis saham Rp. 0,- Rp. 0,- 

Remunerasi berdasarkan 

RUPS  dengan 

memperhatikan tugas, 

wewenang, tanggung jawab 

dan risiko*) 

 

 

*) sudah termasuk dalam 

jumlah keseluruhan gaji 

Rp 3.386.028,- 

 

 

 

 

 

Rp 13.544.116,- 
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Fasilitas lain yang diterima 

tidak dalam bentuk uang, 

antara lain perumahan, 

transportasi, dan asuransi 

kesehatan  

- 

 

 

Rp 72.259.656,- 

 

M. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH 

 

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan 

dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada 

pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, 

kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan 

bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang 

telah dilakukannya  

 

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah: 

 

a) rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah  2 : 1 

b) rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah  1 : 1 

c) rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah  1 : 1 

d) rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi adalah 2 : 1 

e) rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 2,5 : 1 

 

 

N. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA 

PENYELESAIAN OLEH BPR 

 

Internal Fraud dalam 1 

tahun 

Jumlah kasus yang dilakukan oleh 

Direksi 
Dewan 

Pengawas 

Pegawai 

Tetap 

Pegawai 

Tidak 

Tetap 
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2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Total Fraud - - - - - - - - 

Telah Diselesaikan  -  -  -  - 

Dalam proses penyelesaian 

internal BPR 
- - - - - - - - 

Belum diupayakan 

penyelesaiannya 
- - - - - - - - 

Telah ditindaklanjuti 

melalui proses hukum 
 -  -  -  - 

 

Pada tahun 2017 dan 2018 tidak ada penyimpangan intern. 

 

O. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH 

BPR 

 

Permasalahan Hukum 
Jumlah 

Perdata Pidana 

Telah selesai (telah mempunyai kekuatan 

hukum yang tetap) 
- - 

Dalam proses penyelesaian - - 

Total - - 

 

Pada tahun 2018 tidak terdapat satu permasalah hukum perdata 

maupun pidana 

 

P. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN 

 

Tabel berikut ini menunjukkan pemberian kredit kepada pihak terkait: 

No 

Nama dan 

Jabatan 

Pihak yang 

Memiliki 

Nama dan 

Jabatan 

Pengambil 

Keputusan 

Jenis 

Transaksi 

Nilai 

Transaksi 

(Juta 

Rupiah) 

Keterangan 
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Benturan 

Kepentingan 

- - - - - - 

 

Pada tahun 2018 tidak terdapat benturan kepentingan. 

 

Q. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN 

POLITIK, BAIK NOMINAL MAUPUN PENERIMA DANA 

 

No Nama Penerima Jumlah (Juta 

Rp) 

Tanggal 

- - - - 

 

Pada tahun 2018 tidak ada pemberian dana untuk kegiatan sosial dan 

kegiatan politik. 

 

R. HASIL PENILAIAN (SELF ASSESMENT) 

Memenuhi ketentuan pasal 77 POJK nomor 4/POJK.03/2015 tentang 

Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, PD BPR 

Bahteramas Wakatobi melakukan self assessment  untuk periode yang 

berakhir pada 31 Des 2018.  Kertas kerja dan kesimpulan self 

assessment dilampirkan dalam laporan ini. 

 

Berikut adalah ringkasan hasil perhitungan nilai komposit self 

assessment untuk periode 2018: 

 

No Faktor yang dinilai Bobot (B) Nilai 

1 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab 

Direksi 

20% 0.24 

2 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab 

Dewan Komisaris 

15% 0.21 

3 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas 0% - 
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atau Fungsi Komite (bagi BPR yang 

memiliki modal inti paling sedikit 

Rp80.000.000,00 (delapan puluh milyar 

rupiah) 

4 Penanganan Benturan Kepentingan 10% 0.14 

5 Penerapan Fungsi Kepatuhan 10% 0.15 

6 Penerapan Fungsi Audit Intern 10% 0.16 

7 Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi 

BPR dengan total aset paling sedikit 

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar 

rupiah) 

2,5% 0.03 

8 Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk 

Sistem Pengendalian Intern*) 

0% - 

9 Batas Maksimum Pemberian Kredit 7,5% 0.08 

10 Rencana Bisnis BPR 7,5% 0.08 

11 Transparansi Kondisi Keuangan dan Non 

Keuangan 

7,5% 0.08 

 Nilai Komposit 90% 1.22 

 Peringkat Komposit Sangat Baik  

*) diperhitungkan sesuai pentahapan sebagaimana dimaksud dalam 

ketentuan yang mengatur mengenai manajemen risiko BPR. Dengan 

demikian, total penyebut sebelum pentahapan penerapan 

manajemen risiko adalah 90. 

 

Secara umum hasil self assessment menunjukkan penerapan tata kelola 

memiliki peringkat  sangat Baik dan tetap dipertahankan  namun 

kedepannya tetap dilakukan perbaikan serta penyempurnaan sesuai 

ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan perundang-undangan 

lainnya.  

Wangi-Wangi, 06 Maret 2019 

 

PD. BPR Bahteramas Wakatobi 
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Prof. Dr. Hasanuddin Bua, SE,M.Si          Muslimin DJ 
       Ketua Dewan Pengawas                                 Direktur Kepatuhan  


